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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1761 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN BADAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI

PENGELOLA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan, pelaksanaan program Dekonsentrasi di Daerah
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh
Gubernur;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran
Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atas
pelaksanaan dana Dekonsentrasi selaku pihak yang diberikan
pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Badan dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Pengelola Dekonsentras: Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran
2015;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
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Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas
Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata
Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

16. Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit
Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) pada
Sekretariat Daerah dan Dinas Penerima Dana Dekonsentrasi;

17. Keputusan Gubernur Nomor 1770/2009 tentang Penunjukan Koordinator
Unit Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPP-W)/Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Dana Dekonsentrasi
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BADAN DAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI
PENGELOLA DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONALIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015.
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Tembusan:
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Menetapkan Badan dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan
Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota
Jakarta sebagai pengelola Oekonsentrasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Tahun Anggaran 2015 yang namanya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
wajib menyampaikan :

a. laporan kinerja (manajerial) kepada Gubernur, dengan tembusan kepada
Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta, Inspektur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Oaerah Khusus Ibukota
Jakarta; dan

b. laporan keuangan dan barang (akuntabilitas) dengan Sistem Akuntansi
Instansi (SAl) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang
Milik Negara (SIMAK BMN) kepada Gubernur melalui Unit Akuntansi
Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPAlB-W) pada
Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola
Keuangan Oaerah Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta, Inspektur
Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Biro Tata
Pemerintahan Setda Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta.

Biaya untuk pelaksanaan Oekonsentrasi Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2015.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2014

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Menteri Oalam Negeri

u.p. Oirektur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Oaerah
4. Menteri Keuangan

u.p. Oirektur Jenderal Perbendaharaan
5. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta
9. Kepala Kantor Wilayah XI Oirektorat Jenderal Perbendaharaan

Provinsi OKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II



Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1761 TAHUN 2014
Tanggal 3 November 2014

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA OEKONSENTRASI KEMENTERIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALlBAOAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2015

Nama

NIP/NRK

PangkatlGolongan Ruang

Jabatan

R.M. Wahyu Wijayanto, S.E., M.Si.

196905101997031003/121940

Pembina (IV/a)

Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI
Jakarta


